MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : 965/KMK.04/1983

TENTANG

BADAN-BADAN TERTENTU YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK ATAS
PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DASAR PEMUNGUTAN, TARIF, SERTATATA CARA PELAKSANAANNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk keperluan pelaksanaan pemungutan pajak atas pengha-

silan dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagaima-
na dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984,
perlu menetapkan badan -badan tertentu sebagai Pemungut Pajak
Penghasilan, Dasar Pemungutan, Tarif, serta Tata Cara Pelaksana-
annya

: 1. Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Peng

hasilan ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3263 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 ( Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3265 );

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BADAN-BADAN TERTENTU YANG DI

TETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI WAJIB PA-
JAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA, DASAR PEMUNGUTAN, TARIF, SER
TA TATA CARA PELAKSANAANNYA.

Pasal 1

(1) Pemungut pajak atas penghasilan dari wajib pajak yang mela-
kukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 adalah :

a. Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
b. Direktorat Jendral Anggaran;

c. Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Proyek, baik di ting
kat Pemerintahan Pusat maupun di tingkat Pemerintahan Da-
erah;

d. Badan - badan lain yang melakukan pembayaran untuk barang
dan jasa dari Belanja Negara dan Belanja Daerah.

(2) Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984
selanjutnya disingkat PPh Pasal 22.

(3) Wajib Pajak PPh Pasal 22 adalah Waj»ib Pajak yang melakukan
kegiatan impor atau kegiatan usaha lain memperoleh pem .

- bayaran untuk barang dan jasa @WM&Q%&M%&M

ja Daerah.


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/7Tahun~1983UU.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/36TAHUN1983PP.pdf
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Pasal 2
PPh Pasal 22 terhutang dan dipungut pada saat :

a. pemungutan Bea Masuk oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai ;

b. pembayaran untuk barang dan/atau jasa oleh Direktorat Jen-
dral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, serta badan lain.

Pasal 3
Dasar pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan netto dari :

a. pemasukan barang impor ;

b. penyerahan barang dan/atau jasa yang penbayarannya dari Be-
"~ lanja Negara dan Belanja Daerah.

Pasal 4

(1) Tarif pemungutan PPh Pasal 22 adalah 25% ( dua puluh 1lima
persen ) dari penghasilan netto ;

(2) Penghitungan penghasilan netto untuk masing - masing jenis
usaha dilakukan berdasarkan buku petunjuk sebagaimana dimu
at pada lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Direktur Jendral Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk
olehnya berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dalam

~ lingkungannya.

(2) Direktur Jendral Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh-
nya berkewajiban melakukan pengawasan atas kebenaran pemu-
ngutan dan penyetoran PPhPasal 22 yang telah dilakukan oleh
Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hu
TUE €.

(3) Pimpinan Proyek yang bersangkutan berkewajiban melakukan pe
ngawasan atas kebenaran pemungutan dan penyetoran PPh Pasal
22 yang telah dilakukan oleh badan lain, sebagaimana dimak
sud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d.

(4) Bendaharawan tersebut pada ayat (2) berkewajiban melampir-
kan bukti setoran PPh Pasal 22 pada Surat Pertanggung Ja-
waban yang dikirim ke Kantor Perbendaharaan Negara.

Pasal 6

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemenuhan kewajiban la
innya diatur dalam buku petunjuk sebagaimana dimuat pada lam -
piran I dan lampiran II Keputusan ini.

Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumum
an Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Repu

blik Indonesia
tapkan di : JAKARTA .
Wﬁlh@%@%@u@wd
Q~ s
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : 965/ KMK.04 / 1983
TANGGAL : 31 DESEMBER 1983
BUKU PETUNJUK
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22

YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT JENDRAL ANGGARAN,
BENDAHARAWAN DAN BADAN-BADAN LAIN.

UMUM

1.

Dasar hukum.

Pemmgutan Pajak Penghasilan oleh Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan
dan Badan-Badan lain atas penghasilan dari usaha didasarkan pada Pasal 22
Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Re
publik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

. Pemungut  Pajak.

Dalam hal ini adalah :
a. Direktorat Jendral Anggaran ;
b. Bendaharawan Rutin dan Proyek, Pusat dan Daerah ;

c. Badan lain yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa dari Belanja
Negara (termasuk Belanja Daerah).

. Ruang lingkup.

Ruang lingkup dalam hal ini adalah :
a. Pembayaran yang diterima oleh rekanan dari Direktorat Jendral Anggaran,
untuk barang dan/atau jasa.

b. Penbayaran yang diterima oleh rekanan dari Bendaharawan Rutine dan Benda
harawan Proyek baik Pemerintah Pusat maupun Daerah serta Badan lain, un-
tuk barang dan/atau jasa.

. Saat pemungutan.

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak dilakukan pada saat pembayaran
kepada rekanan.

Dalam hal pembayaran dilakukan langsung dengan Surat Perintah Membayar (SPM)
oleh Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara, ma
ka pemotongan dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu
Perbendaharaan Negara yang bersangkutan pada saat pembayaran.

. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

5.1. Sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak diberikan -
Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

Bukti pemungutan dibuat dalam rangkap tiga :

lembar ke - 1 : ‘S’z‘t‘;’k Wajib Pajak yang dijgpakanpRsiah Ky, &5

a_ .1 1 A Me1 o e = - -
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lembar ke - 3 : untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Formulir Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dapat diperoleh dengan cuma-cuma
pada Direktorat Jendral Pajak.

5.2. Pemungut Pajak wajib mencantumkan dengan jelas pada bukti pemungutan :
a. nama dan alamat rekanan sebagai Wajib Pajak ;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ;

c. harga barang dan/atau nilai jasa yang dipergunakan sebagai dasar pe
mmngutan PPh Pasal 22 ;

d. nomor urut dan tanggal pemungutan ;
e. jumlah pemungutan PPh Pasal 22 ;

II. TATA CARA PEMUNGUTAN.
1. Dasar pemungutan.

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan netto dengan menerapkan Nor
ma Penghitungan terhadap jumlah harga barang dan/atau nilai jasa yang diba -
yarkan oleh pemmgut Pajak kepada rekanan.

2. Tarif PPh Pasal 22 dan penerapannya.

Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 adalah 25% (duapuluh lima persen).
Norma Penghitungan Penghasilan netto bagi rekanan adalah 6% (enam persen).
Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut atas penbayaran untuk barang dan / atau
nilai jasa kepada rekanan adalah : 25% X 6% X harga barang dan/atau nilai -
jasa.

3. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

a. penbayaran (yang bukan merupakan jumlah yang dlpecah—pecah) meliputi jum
lah kurang dari Rp. 50.000,-- (limapuluh ribu rupiah) ;

b. Wajib Pajak yang menyerahkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang di
keluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak ;

c. pembayaran untuk bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, benda - ben
da pos, telepon dan jasa perjalanan.

ITI. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 22.
1. Saat penyetoran.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut dalam suatu Masa Pajak harus disetorkan se
lanbat ~-lambatnya tujuh hari setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkut-
an.

Penyetoran dilakukan pada Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro serta Bank
Pemerintah yang ditunjuk, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dalam rang
kap empat :

lembar ke - 1 : untuk dikirimkan ke Kantor Perbendaharaan Negara atau Kan-
tor Pembantu Perbendaharaan Negara sebagai lampiran Surat-
Pertan Jawaban yan bersan kutan
e yang widih. kemenkeu.go.id
lembar ke - 2 : untuk dikirimkan ke Direktorat Jendr Pajak ol Pemurigut

Padales nalinmad Tacess sac Cissnd  Dands At faharan, Maca
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lembar ke - 3 : ditahan oleh Kas Negara atau Kantor Pos untuk kemudian diki
rimkan kepada Direktorat Jendral Pajak bersama-sama segi -

pembayaran ;
lembar ke - 4 : untuk arsip Pemungut Pajak.

2. Formulir Surat Setoran Pajak dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Direkto-
rat Jendral Pajak.

3. Pada formulir Surat Setoran Pajak harus dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dari Pemungut Pajak.

4. Bilamana Pemungut Pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak makaiawajib
memintanya kepada Direktorat Jendral Pajak.

‘TATA CARA PELAPORAN.

Pemmngut Pajak harus melaporkan hasil pemungutan PPh Pasal 22 yang telah dipu-
ngutnya dalam suatu Masa Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak selambat-lambat

nya 7 (tujuh) hari setelah saat penyetoran.
Pelaporan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22,

disertai lampiran-lampiran :
a. lembar ke - 2 dari Surat Setoran Pajak ;
b. lembar ke - 2 dari Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 ;

c. segi hitung dari penjumlahan PPh Pasal 22 yang telah dipungut berdasarkan
angka-angka yang tercantum pada Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. : 965/KMK.04/ 1983
Tanggal : 31 Desember 1983

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 YANG DILAKUKAN OLEH
DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAT

I.UMUM.

|

Dasar Hukum.

Pemungutah Pajak Penghasilan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai
di dasarkan pada Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

. Ruang lingkup.

Pemasukan barang kedalam Daerah Pabean oleh Wajib Pajak.

. Saat Pemungutan.

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan
Cukai bersamaan dengan saat pemungutan Bea Masuk; dalam hal tidak
atau ditunda pemungutan Bea Masuk, pada saat pemasukan barang ke
dalam daerah pabean.

. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

4.1. Sebagai bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Direktorat Jendral
Bea dan Cukai diberikan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
Bukti Pemungutan dibuat dalam rangkap tiga :

lembar ke-1 : untuk Importir sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 22;

lembar ke-2 : untuk dikirim ke Direktorat Jendral Pajak seba-
gai lampiran Surat Pemberitahuan Masa;

lembar ke-3 : untuk arsip Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
4.2. Pada Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dicantumkan dengan jelas :

a. nama dan alamat Importir;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

c. tanggal dan Nomor Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Di-
pakai (PPUD) ;

d. nilai dalam US$ dan Rupiah yang dipergunakan sebagai dasar
pemungutan PPh Pasal 22 ;

e. nomor urut dan tanggal pemungutan ;

f. jumlah pemungutan PPh Pasal 22.

IT. TATA CARA PEMUNGUTAN.

1.

Dasar Pemungutan

Penghasilan netto yang diperoléh dengan menerapkan Norma Penghitung

o www.jdih.kemenkeu.go.id
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2.’ Tarif PPh Pasal 22 dan Penerapannya.

2.1. Besarnya tarif PPh Pasal 22 adalah 25 %. Norma Penghitungan
penghasilan netto Importir yang memiliki Angka Pengenal Im-
por ( API ), Angka Pengenal Impor Sementara ( APIS ) atau
Angka Pengenal Impor Terbatas ( APIT ) adalah 10 % X Nilai
Dasar Impor ( CIF ).

2.2. Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jendral
Bea dan Cukai atas Impor yang dilakukan oleh Importir yang
memiliki API, APIS, atau APIT adalah 25 % X 10 % X Nilai Da
sar Impor ( CIF ).

2.3. Norma Penghitungan penghasilan netto Importir yang tidak me
miliki API, APIS, atau APIT serta orang atau badan yang me-
masukkan barang sebagai barang penumpang dan/atau kiriman
adalah 30 % dari Nilai Dasar Impor (CIF).

Besarnya PPh Pasal 22 yang d1pungut oleh Direktorat Jendral
Bea dan Cukai menjadi 25 % X 30 % X Nilai Dasar Impor (CIF)
yang menjadi dasar penghltungan.bea masuk.

ITII. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 22.

1. PPh Pasal 22 yang telah dipungut dalam setiap hari kerja  harus
disetorkan pada hari kerja berikutnya.
PPh Pasal 22 yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetor -
kan pada hari itu juga.
Penyetoran dilakukan pada Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro
serta Bank Pemerintah yang ditunjuk, dengan menggunakan Surat Se
toran Pajak dalam rangkap empat :

lembar ke-1 : dan lembar ke-2 setelah dibubuhi tanda terima oleh
Kas Negara/Kantor Pos dan Giro/Bank, dikembalikan
kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai;

lembar ke-2 : oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dikirim ke
Direktorat Jendral Pajak sebagai lampiran Surat Pem
beritahuan Masa;

lembar ke-3 : ditahan oleh Kas Negara/Kantor Pos dan Giro / Bank,
untuk kemudian bersama-sama dengan segi pembayaran,
dikirim ke Direktorat Jendral Pajak;

lembar ke-4 : untuk arsip Kas Negara/Kantor Pos dan Giro/Bank.

2. Pada formulir Surat Setoran Pajak harus dicantumkan Nomor Pokok Wa
jib Pajak dari Pemungut Pajak.

IV. TATA CARA PELAPORAN

1. Direktorat Jendral Bea dan Cukai harus melaporkan PPh Pasal 22
yang telah dipungut kepada Direktorat Jendral Pajak dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari setelah penyetoragyww, Jdih.kemenkeu.go.id
Pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberita -

T WM. TMNHL N1 T Temenmaa
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2. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 Impor disertai lampiran :

a. tindasan PPUD;

b. lembar ke-2 Surat Setoran Pajak;

c. lembar ke-2 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Impor;

d. daftar dari Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan PPUD/Nota
Pembetulan.

3. Jumlah uang yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak, harus sa-
ma dengan seluruh penjumlahan sebagaimana tercantum dalam Segi
Hitung dari Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan harus sama pula de
ngan penjumlahan pemungutan PPh Pasal 22 yang tercantum dalam
PPUD dan/atau Nota Pembetulan yang bersangkutan.

.LAIN-LAIN

1. PPUD yang dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pajak harus ditan
datangani oleh pejabat Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ber
wenang.

2. Apabila Importir mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22,
maka pada ruang bawah PPUD harus dicantumkan tanggal dan Nomor Su
rat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang bersangkutan.

www.jdih.kemenkeu.go.id





